
 

 

 

 
 

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :     50   TAHUN 2018 

TENTANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN 

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :     Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan 

Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Probolinggo 

dalam Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga. 

 

Mengingat  :    1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi                

Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan;  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan;  

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga; 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan                

Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08                    

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo                            

Tahun 2005-2025;  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07                   

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daewrah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4                   

Tahun 2017;  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3                    

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                  

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH 

RUMAH  TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH                      

RUMAH TANGGA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 

4. Sampah Rumah Tangga, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari 

dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah Sampah Rumah Tangga yang 

berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. 

6. Sumber Sampah, adalah asal timbulan sampah. 

7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada, 

adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah 

yang terpadu dan berkelanjutan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar                

dalam menyusun kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga kelestarian 

fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. 

 
BAB III 

ARAH JAKSTRADA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

(1) Jakstrada memuat : 

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;  

b. strategi, target dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 
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(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode 

waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025. 

 

Bagian Kedua 

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga  

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Pasal 4 

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja dibidang : 

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga;  

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah               

Rumah Tangga. 

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui : 

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga; 

b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga; dan/atau 

c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 

a. pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan 

e. pemrosesan akhir. 

Bagian Ketiga 

Strategi, Target dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah  

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Pasal 5 

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi : 
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a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam 

penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya 

manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

e. pembentukan sistem informasi; 

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi; 

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam 

pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga; dan 

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen 

dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi : 

a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam 

penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya 

manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga; 

e. pembentukan sistem informasi; 

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan 

edukasi; 

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan 

pemeliharaan; 

h. penguatan penegakan hukum; 
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i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah 

Pusat; 

j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan 

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam 

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah             

Rumah Tangga. 

 

Pasal 6 

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b meliputi : 

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum 

adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025;  

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum 

adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025. 

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan              

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 

dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 8 

(1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 

kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi. 

 

Bagian Kedua 

Jakstrada 

Pasal 9 

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya 

bertugas untuk : 

a. melaksanakan Jakstrada; 

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; 

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling  

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana 

pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  10 

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan 

untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator : 

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita; 

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah;  

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. 
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(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator : 

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah; 

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; 

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan 

baku dan/atau sumber energi; 

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku; 

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan 

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. 

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun 

dalam bentuk laporan Jakstrada. 

(5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui : 

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan 

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan. 

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada. 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber 

dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

       Ditetapkan di              Probolinggo 

        Pada tanggal 29 Oktober 2018 

       BUPATI PROBOLINGGO 

     ttd 

             Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal 1 Nopember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd 

H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI G1 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi 

Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

SITI MU’ALIMAH, SH. M.Hum 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19630619 199303 2 003 



   LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

                               NOMOR     :                  TAHUN 2018 

                        TANGGAL : 

 

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 

 

I. TARGET PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  

 

INDIKATOR TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga dalam Jakstrada 

(ton/tahun) 

169.665 173.059 176.520 180.050 183.651 187.324 191.071 194.892 

Target Pengurangan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga dalam Jakstrada 

18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% 30% 

Target pengurangan sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga tingkat Provinsi dan 

Kabupaten Probolinggo 

30.540 34.612 38.834 43.212 47.749 50.578 53.500 58.468 

 

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun) 
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II. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  

 

INDIKATOR 
TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Potensi Timbulan Sampah Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga dalam 

Kabupaten Probolinggo (ton/tahun) 

169.665 173.059 176.520 180.050 183.651 187.324 191.071 194.892 

Target Penanganan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga dalam Jakstrada 

73% 80% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 

Target penanganan sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga tingkat Kabupaten 

Probolinggo. 

123.856 138.447 132.390 133.237 134.065 134.874 135.660 136.425 

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun). 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 
                               NOMOR     :                  TAHUN 2018 
                        TANGGAL : 

 
PROGRAM JAKSTRADA 

 

NO KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM 
TARGET 

SATUAN 

TAHUN 
SEKTOR  

UTAMA 

SEKTOR 

PENDUKUNG  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 1 
 
Peningkatan 
kinerja 
pengurangan 
dan penanganan 
sampah Rumah 
Tangga dan  
sampah Sejenis 
sampah Rumah 
Tangga 

 
a. Pengurangan dan 

penerapan sampah 
rumah tangga dan 
sampah sejenis 
sampah rumah 
tangga 

 
 

 
1) Pengembangan 

kinerja 
pengelolaan 
persampahan 
 
 
 
 

 

 
Kegiatan/ 

tahun 

 

1 
 

1 
 

1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

 
 
 

 

 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, Dinas 
Perumaham, 
Kawasan 
Permukiman 
dan Pertanahan, 
Dinas 
Komunikasi, 
Informatika, 
Statistik dan 
Persandian 
serta Perangkat 
Daerah terkait. 

b. Peningkatan 
kapasitas 
kepemimpinan,kele
mbagaan, dan 
sumber daya 
manusia dalam 
upaya pengurangan 
sampah rumah 
tangga dan sampah 
sejenis sampah 
rumah tangga 

1) Pembentukan 
bank sampah 
unit di 
kabupaten 
probolinggo 

unit/ 
tahun 

2 3 1 1 1 1 1 1 1 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 

FKTSP, 
Kecamatan, 
Desa, Perangkat 
Daerah terkait 

 2) pelaksanaan 
pembinaan 
bank sampah 
 

Pembinaan/ 
tahun 

2 16 4 4 4 4 4 4 4 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 

Komunitas 
Bank Sampah, 
FKTSP, 
Perangkat 
Daerah terkait 

 3) Pelaksanaan 
lomba- lomba 
terkait 
pengelolaan 
sampah 

Kegiatan/ 
tahun 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 

Dinas 
Pendidikan, 
Sekolah, FKTSP, 
Perangkat 
Daerah terkait 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  c. Penerapan dan 

pengembangan 
sistem insentif dan 
disinsentif dalam 
penanganan 
Sampah Rumah 
Tangga dan  
sampah Sejenis 
sampah Rumah 
Tangga 

d. Penyusunan Norma 
Standar Prosdur 
dan Kriteria 

1.  Penerapan 
sistem 
insentif dan 
disinsetif 
untuk upaya 
pengurangan 
sampah 
rumah tangga 
dan sampah 
sejenis 
sampah 
rumah tangga 
berbasis 
masyarakat 

kelompok 
orang/bank 

sampah/ 
tahun 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 

Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan, 
Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, Dinas 
Komunikasi, 
Informatika, 
Statistik dan 
Persandian, 
Perangkat 
Daerah terkait. 

   2. Penyusunan 
Masterplan 
Persampahan 
Kabupaten 
Probolinggo  

Dokumen 1 - - - - - - - - BAPPEDA 
 
 
 
 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup, Badan 
Pusat Statistik, 
Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil, Perangkat 
Daerah terkait 

  a. Penguatan 
keterlibatan 
masyarakat 
melalui 
komunikasi, 
informasi, dan 
edukasi (KIE) 

b. Penguatan 
koordinasi dan 
kerja sama antara 
Pemerintah Pusat 
dan daerah 

 

1) Peningkatan 
Kualitas dan 
akses informasi 
sumber daya 
alam dan 
lingkungan 
hidup 

Kegiatan/ 
tahun 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 

Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, Dinas 
Perumaham, 
Kawasan 
Permukiman 
dan Pertanahan, 
Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, Dinas 
Komunikasi, 
Informatika, 
Statistik dan 
Persandian 
Perangkat, 
Daerah terkait 

  a. Penerapan dan 
pengembanganskem
a investasi, 
operasional, dan 
pemeliharaan 

Penambahan TPST 
 

 

unit/tahun 
 

1 
 
 
 
 
 

- - - - 1 - 
 

 

 

- - Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 

 

BAPPEDA, Dinas 
Pekerjaan Umum 
dan Penataan 
Ruang, Perangkat 
Daerah terkait 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
   1. Pengadaan 

Tempat 
Sampah 
Terpilah 

Unit/ tahun 50 - 2 2 2 2 2 2 2 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 
 
 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   2. Pengadaan 
TPS 
 

unit/tahun 2 2 - - - - - - -   Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   3.  Pengadaan 
kontainer 
 

unit/tahun  -  3  21    2  2  2  2  2  2 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   4. Pengadaan 
Armroll 
 

unit/tahun  -  1  4  -  -  2  -  -   1 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   5. .Pengadaan 
Mini Loader 
 

unit/tahun  -  -  1  -  -  -  -  -  - Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   6.  Pengadaan 
dump truck 

  
 

unit/tahun 
  

- - - 1 1 1 1 1 1 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   7. Pengadaan 
Pick up 

unit/tahun 1 - - 1 - - - - - Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
   8. Pengadaan 

Tossa 
unit/tahun - 5 - - 2 - 3 - - Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   b. Program 
pengelolaan 
persampahan:  
1. Revitalisasi 

TPA 

 
 
 
 Unit/ tahun 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

 
 
 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, Dinas 
Perumahan, 
Kawasan 
Permukiman 
dan Pertanahan, 
Perangkat 
Daerah terkait 

   2. Pengadaan 
mesin pencacah 
sampah 

Unit/ tahun - - - - 1 - - - - Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

BAPPEDA, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, 
Perangkat 
Daerah terkait 

 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 
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